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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH TAKZIR 
 

A. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah menurut Hukum Islam 

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang 

terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan “jarimah atau 

jinayah”. Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para 

ulama ialah : 

حْظوُْراَتُ هِيَ إِمَّاإِتـْيَانٌ فِعْلٍ مَنْ 
ُ
هَابحَِدِّأوَْتَـعْزيِْروٍَالم هِيِّ عَنْهُ اوَْتَـرْكُ محَْظوُْراَتُ شَرْعِيَّةُ زَجَرَاللهُ عَنـْ

 فِعْلٍ مَأْمُوْربٍهِِ 

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan 
diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah 
baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan 
yang diperintahkan.1 

 

Secara etimologis jinayah ialah : 
 

رْءُمِنْ شَرّوَِمَااكْتَسَبُهُ 
َ
 الجنَِايةَُ إِسْمٌ لِمَايجَْنِيَهِ الم

 
Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana 

yang dilakukan seseorang.2 
 

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah : 
 

رَذَلِكَ  إِسْمٌ لِفِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعًاسَوَاءٌوَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَـفْسٍ أوَْمَالٍ اوَْغَيـْ
1 Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia, 
(Bandung: Angkasa, 1993), 77. 
2 Ibid., 78. 
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Nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik 
perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.3 

 

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum 

mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-

orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari 

pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.4 

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu 

tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi 

agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata 

jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, 

seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. 

Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.5 

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang 

diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, 

yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila 

dilarang oleh syarak.6 

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan 

manusia itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya 

dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta 

3 Ibid., 78. 
4 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan 
Kemasyarakatan, 1992), 86. 
5 Makhrus Munajat, Dekontruksi Fikih Jinayah, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2. 
6 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), 111. 
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memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya 

masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna. 

 

B. Pengertian Jarimah Takzir 

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. 

Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takzir adalah 

hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya 

dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.7 

Takzir adalah bentuk masdar dari kata  َيَـعْزرُِ  -عَزَر  yang secara 

etimologis berarti  َّعُ لمنْ اْ وَ  دُّ الر , yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga 

memiliki arti .menolong atau menguatkan  نَصَرهَُ  P7F

8
P Hal ini seperti dalam firman 

Allah Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 : 

ِ بِ  لِّتؤُۡمِنوُاْ  رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُۚ وَتسَُبِّحُوهُ بكُۡرَةٗ وَأصَِیلاً  ۦوَرَسُولِھِ  ٱ�َّ   ۹وَتعَُزِّ

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di 
waktu pagi dan petang.9 
 

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti  ُعَظَّمَهُ وَوَقَّـرهَُ وَأعََانهَُ وَقَـوَاه, yaitu 

membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). 

7 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129. 
8 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136. 
9 Departement Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya..., 838. 
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Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa 

takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.10 

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi takzir 

secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan 

beberapa definisi di bawah ini :11 

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus Al-Mu’jam Al-Wasit 

Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had 

syar’i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak 

lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). 

Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan 

had syar’i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi 

di atas, yaitu takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam 

kelompok had. Dengan demikian, takzir tidak termasuk ke dalam 

kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari 

hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati. 

2. Al-Mawardi dalam kitabAl-Akhkam Al-Sultaniyyah 

Takzir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak 

diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan 

dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu 

sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk 

melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang 

10 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 136. 
11 Ibid., 136-139. 
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(dikerjakan). Definisi takzir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini 

dikutip oleh Abu Ya’la. 

3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-Risywah fi Al-

Syari’ah Al-Islamiyyah 

Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak 

Allah atau hak manusia karena melakukan  kemaksiatan yang tidak ada 

sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini 

adalah bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi 

hudud dan kafarat, karena takzir merupakan kebijakan penguasa 

setempat. 

4. Abdul Aziz Amir dalam Al-Takzir fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah 

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib 

sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang 

tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan 

hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) 

kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan 

dengan definisi takzir Al-Mawardi.  

5. Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi 

Al-Qanun Al-Wad’i 

Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan 

merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa 

tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi 

hukuman tertentu. 
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6. Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al-‘Arab 

Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi 

mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan 

menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata Al-Takzir makna 

dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak 

termasuk had ini disebut takzir, karena berfungsi sebagai pengajaran. 

Arti lain dari kata Al-Takzir adalah mencegah dan menghalangi. Oleh 

sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah 

mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan 

menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam 

ranah had itu disebut takzir. 

7. Abu Zahrah dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami 

Takzir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh 

syar’i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syar’i 

menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau Hakim yang 

mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani 

oleh Hakim-Hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy’ari, Syuraih, 

Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Utsman Al-Batti, Abu Yusuf, teman 

Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah, dan Zufar bin Al-

Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur. 

8. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak 

tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya 
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kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk 

menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan 

perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. 

Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain 

manusia dalam berbagai masa dan tempat. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa takzir ialah sanksi yang 

diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik 

berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke 

dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.12 

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari 

Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan 

baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk 

hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus 

tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam 

peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode 

yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat 

ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum 

dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta 

kedamaian dan ketentraman masyarakat.13 

12 Ibid., 136-140. 
13 Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, 
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14. 
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C. Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Takzir 

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 

Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, 

dibedakan menjadi dua, antara lain :14 

a. Hukuman mati 

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman 

mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan 

berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh 

kafir dzimmi yang baru masuk Islam. 

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga 

membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sanksi 

ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang 

melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian 

Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus 

homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam 

kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran 

dan sunnah. 

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi 

takzir beralasan dengan hal-hal berikut :15 

1) Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri, ia 

menceritakan, “Saya berkata kepada Rasulullah saw., ‘Ya 

14 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 147-152. 
15 Ibid., 147-150. 
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Rasulullah, kami berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu 

tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan 

gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan 

yang berat itu’. Rasulullah bertanya, ‘Apakah minuman itu 

memabukkan?’ Saya menjawab, ‘Ya’. Nabi bertutur, ‘Kalau 

demikian, jauhilah’. Saya berujar, ‘Akan tetapi, orang-orang tidak 

meninggalkannya’. Rasulullah bersabda, ‘Apabila tidak mau 

meninggalkannya, perangilah mereka’”. 

2) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada 

jalan lain lagi, boleh dihukum mati. 

3) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud. 

يْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍيرُيِدُأَنْ  يَشُقَّ عَصَاكُمْ أوَْيُـفَرّقَِ جمَاَعَتَكُمْ  مَنْ أَتَاكُمْ وَأمَْركُُمْ جمَِ

 فاَقـْتُـلُوهُ 

Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian 
berada dalam suatu kepemimpinan  (yang sah) lalu orang tersebut 
ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, 
maka bunuhlah orang tersebut. (HR. Muslim) 
 

 
Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman 

mati sebagai berikut :16 

بإِِحْدَى ثَلاَثٍ  لاَيحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنيِّ رَسُولُ اللهِ إِلاَّ

بُ الزَّانيِ وَالْمَارقُِ مِنْ الدِّينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ النـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ وَالثَّـيِّ   

16 Ibid., 148. 
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Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali 
salah satu dari tiga sebab ini, yaitu kisas pembunuhan, pezina 
muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri 
dari jamaah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud) 

 

Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah 

yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, hadis yang 

diriwayatkan Al-Dailami dianggap lemah.17 

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah 

pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, 

pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat 

tersebut adalah sebagai berikut :18 

1) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman 

sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya. 

2) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta 

pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi. 

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi takzir 

tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya 

sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh 

baginya.19 

b. Hukuman Cambuk 

17 Ibid., 148. 
18 Ibid., 149. 
19 Ibid., 149. 
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Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku 

jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas 

jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhson dan jarimah 

qadhaf. Namun dalam jarimah takzir, Hakim diberikan kewenangan 

untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi 

pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.20 

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa 

keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut 

:21 

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena 

dirasakan langsung secara fisik. 

2) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan 

yang berbeda-beda. 

3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan 

penerapannya sangat praktis. 

4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat 

pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. 

Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan 

dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini 

tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya. 

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-An’am Ayat 164 : 

20 Ibid., 149. 
21 Ibid., 149. 
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ِ أغََیۡرَ  قلُۡ  ا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءٖۚ وَلاَ تكَۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إلاَِّ عَلیَۡھَاۚ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٞ  ٱ�َّ أبَۡغِي رَبّٗ

رۡجِعكُُمۡ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُۡ فیِھِ تخَۡتلَِفوُنَ    ۱٦٤وِزۡرَ أخُۡرَىٰۚ ثمَُّ إِلَىٰ رَبكُِّم مَّ

Katakanlah, “Apakah aku akan mencari Tuhan selain 
Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan 
tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya 
kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah 
kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 
kamu perselisihkan.22 
 

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam 

jarimah takzir, ulama berbeda pendapat :23 

1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal 

ini sesuai hadis berikut : 

عْتَدِيْنَ 
ُ
ا فيِ غَيرِْ حَدٍّفَـهُوَمِنَ الم  مَنْ بَـلَغَ حَدًّ

Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain 
hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari 
Nu’am bin Basyir dan Al-Dhahak) 
 

2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi 

peminum khamar adalah dicambuk 40 kali. 

3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku 

qadhaf adalah dicambuk 80 kali. 

4) Ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama 

mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan 

22 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya..., 217. 
23 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 150. 
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Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 

kali karena memalsukan stampel baitulmal. 

5) Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan 

Ramadan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir. 

Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnya. 

Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali 

cambuk (zina ghairu muh}san). 

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal 

cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut :24 

1) Ulama Hanafiyah, batas terendah takzir harus mampu memberi 

dampak preventif dan represif. 

2) Batas terendah satu kali cambukan. 

3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditemukan, diserahkan 

kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan 

pelaksanaannya. 

4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan 

ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua Hakim. Apabila telah 

ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini 

sesuai kaidah berikut : 

يَـرْفَعُ الخِلاَفَ حُكْمُ الحاَكِمِ   

Keputusan Hakim itu meniadakan perbedaan pendapat. 
 

24 Ibid., 151. 
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Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan 

ukuran cambuk tersebut mu’tadil, tidak kecil juga tidak besar. 

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk 

seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau 

meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau 

cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu 

besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk 

kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah 

berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk yang 

sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang 

pertengahan.25 

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir 

adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan 

kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang 

menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara 

itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh 

dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan 

ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. 

Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan 

menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.26 

 

 

25 Ibid., 151. 
26 Ibid., 151-152. 
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2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara 

dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya :27 

a. Hukuman penjara 

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, 

yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man’u, yaitu 

mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu ialah 

menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. 

Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu 

Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa 

pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah 

dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. 

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan 

ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang 

tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak 

membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di 

rumahnya atau di masjid. 

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil 

tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi’ bin Harits (seorang 

pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin 

Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. yang menahan seorang 

27 Ibid., 152-157. 
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tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan 

yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan 

melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi 

melakukan kejahatan. 

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat 

juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang 

berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. 

Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut :28 

1) Hukuman penjara terbatas 

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang 

lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan 

antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan 

riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, 

mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan 

bersaksi palsu.  

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada 

kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam 

Az-Zaila’i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat 

bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau 

kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan 

tersebut diserahkan kepada Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, 

28 Ibid., 153-155. 
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hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada 

pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara 

selama satu hari ada pula yang lebih lama. 

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak 

ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi’iyah, batas 

maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada 

hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan 

hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, 

tidak semua ulama Syafi’iyah menyepakati pendapat tersebut. 

Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, 

masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. 

Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah 

menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, 

atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya. 

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang 

dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan 

memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, 

waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga 

terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas 

minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu 

menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal 

ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman 
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penjara (takzir) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya 

antara hukuman had dan hukuman takzir. 

2) Hukuman penjara tidak terbatas 

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya 

dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau 

bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman 

penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam 

hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam 

hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat 

berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk 

dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang 

lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam 

Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si 

pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia 

meninggal di penjara). 

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam 

yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk 

orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan 

homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga 

kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua 

kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri 

atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu 

rumah tangganya hancur. 
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Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum 

bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan 

lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi 

terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut 

ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan 

tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya. 

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa 

konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara 

tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di 

masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. 

Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman 

penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini 

diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan 

dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila 

terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih 

mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena 

membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka. 

Adapun perihal administrasi lembaga pemasyarakatan, 

hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi untuk 

bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, 

seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi, 

menjadi tanggung jawab baitulmal (negara). 
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b. Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang 

diterapkan untuk perampok.29 Hal ini didasarkan pada Surah Al-

Maidah Ayat 33 : 

ؤُاْ  إنَِّمَا ٓ َ یحَُارِبوُنَ  ٱلَّذِینَ جَزَٰ فسََاداً أنَ یقُتََّلوُٓاْ أوَۡ یصَُلَّبوُٓاْ أوَۡ  ٱلأۡرَۡضِ وَیسَۡعوَۡنَ فِي  ۥوَرَسُولھَُ  ٱ�َّ

فٍ أوَۡ ینُفوَۡاْ مِنَ  نۡ خِلَٰ لِكَ لھَُمۡ خِزۡيٞ فِي  ٱلأۡرَۡضِۚ تقُطََّعَ أیَۡدِیھِمۡ وَأرَۡجُلھُُم مِّ  ٱلأۡخِٓرَةِ یَاۖ وَلھَُمۡ فِي ٱلدُّنۡ ذَٰ

  ۳۳عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 
bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan 
dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh 
siksaan yang besar.30 
 

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun 

dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 

hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman 

pengasingan adalah orang yang berprilaku mukhamnats (waria) yang 

pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar 

Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr 

bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon 

ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia 

tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi 

29 Ibid., 155. 
30 Departement Agama RI, Alquran dan terjemahannya..., 164. 
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hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu’an bin Zaidah 

karena telah memalsukan stempel baitulmal.31 

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah 

yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap 

masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar 

dari pengaruh tersebut.32 

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat 

sebagai berikut :33 

1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan 

(membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. 

2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, 

pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. 

3) Menurut Imam Al-Syafi’i, jarak antara kota asal dan kota 

pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, 

apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu 

untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal. 

4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, 

pengasingan artinya dipenjarakan. 

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku 

dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah 

ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. 

31 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 156. 
32 Ibid., 156. 
33 Ibid., 156. 
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Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa 

pengasingan itu masih di negara muslim.34 

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana 

ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. 

Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan 

dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, 

hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar 

narapidana tidak dapat melarikan diri.35 

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan 

di kalangan fukaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai 

berikut :36 

1) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh 

lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan 

jarimah zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan 

dalam takzir lebih dari satu tahun, berarti bertentangan dengan 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu’man bin 

Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda : 

عْتَدِيْنَ 
ُ
ا فيِ غَيرْحَِدٍّفَـهُوَمِنَ الم  مَنْ بَـلَغَ حَدًّ

34 Ibid., 156. 
35 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet. III, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2000), 210. 
36 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 157. 
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Barangsiapa yang mencapai (melaksanakan hukuman had 
bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang 
melampaui batas. 

 
2) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih 

dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman takzir, bukan 

hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. 

Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan 

menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa. 

 

3. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta 

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir 

dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti 

oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara 

mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, 

Imam Al-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf 

membolehkannya apabila membawa maslahat.37 

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti 

mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, 

melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku 

tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta 

tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.38 

37 Ibid., 157-158. 
38 Ibid., 158. 
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Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini 

menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap 

harta, yaitu sebagai berikut :39 

a. Menghancurkannya (Al-Itla@f) 

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir 

berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran, 

misalnya : 

1) Penghancuran patung milik orang Islam. 

2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung 

kemaksiatan. 

3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar 

pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik 

Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, Bukan 

Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan 

membakar kampung yang menjual khamar. Pendapat ini 

merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan 

Maliki. 

4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur 

dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur 

dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya. 

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan 

kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau 

39 Ibid., 158-160. 
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disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat 

Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istilah istih}sa@n, membolehkan 

penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan 

cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang 

dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai sekaligus, 

yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi 

orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang. 

b. Mengubahnya (Al-Ghayir) 

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara 

lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara 

memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. 

c. Memilikinya (Al-Tamlik) 

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain 

Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri 

buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan 

Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang 

menggelapkan barang temuan. 

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang 

berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-

duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan 

dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat 

penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan 
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dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai 

cambuk.40 

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau 

maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa 

ada dua macam denda, yaitu :41 

1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang 

mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak 

Allah, misalnya : 

a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang 

buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban. 

b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Dendanya, 

yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin. 

c) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah 

gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari 

suaminya. 

2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang 

ditetapkan melalui ijtihad Hakim dan disesuaikan dengan 

pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan 

syariat dan ketetapan hududnya. 

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah 

penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini 

diperselisihkan oleh fukaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila 

40 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266. 
41 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 159-160. 
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persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. 

Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :42 

1) Harta diperoleh dengan cara yang halal. 

2) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya. 

3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain. 

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, ulil amri berhak 

menerapkan hukuman takzir berupa penyitaan atau perampasan 

sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.43 

 

4. Sanksi takzir lainnya 

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, masih ada 

beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu :44 

a. Peringatan keras. 

b. Dihadirkan dihadapan sidang. 

c. Nasihat. 

d. Celaan. 

e. Pengucilan. 

f. Pemecatan. 

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media 

cetak atau elektronik. 

 

42 Ibid., 160. 
43 Ibid., 160. 
44 Ibid., 160. 
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D. Macam-macam Jarimah Takzir 

Berikut ini macam-macam jarimah takzir, yaitu sebagai berikut :45 

1. Jarimah hudud atau kisas – diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke 

sanksi takzir, seperti : 

a. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu : 

كَ يْ بِ لأَِ  كَ الُ مَ وَ  تَ نْ أَ   

Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan 
Ibnu Majah) 
 

b. Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu : 

 لاَيُـقَادُالوَالِدُبِوَلَدِهِ 

Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena 
membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi) 
 

 Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap 

seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri 

harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan 

adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan 

had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut : 

 ادْرَءُوااْلحدُُودَبِالشُبُـهَاتِ 

Hindarkanlah had, jika ada syubhat. (HR. Al-Baihaqi) 
 

45 Ibid., 143-144. 
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2. Jarimah hudud atau kisas – diat yang tidak memenuhi syarat akan 

dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan 

pembunuhan, dan percobaan zina. 

3. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan 

sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi 

palsu, riba, suap, dan pembalakan liar. 

4. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti 

penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, 

pembajakan, human trafficking, dan money laundring. 

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi 

menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :46 

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya : 

a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan. 

b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan. 

c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri. 

d. Peculikan. 

2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya : 

a. Tuduhan-tuduhan palsu. 

b. Pencemaran nama baik. 

c. Penghinaan, hujatan, dan celaan. 

3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya : 

46 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57. 
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a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat 

merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, 

menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, 

psikotropika, dan sejenisnya. 

b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun 

dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya. 

4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya : 

a. Penipuan dalam masalah muamalat. 

b. Kecurangan dalam perdagangan. 

c. Ghasab (meminjam tanpa izin). 

d. Pengkhianatan terhadap amanah harta. 

5. Gangguan keamanan, di antaranya : 

a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam 

perkara hudud dan kisas. 

b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain. 

c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan 

merugikan orang lain. 

6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya : 

a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan. 

b. Spionase (mata-mata). 

c. Membocorkan rahasia negara. 

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya : 

a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur. 
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b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis. 

c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti 

meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang 

hari di bulan Ramadan tanpa uzur. 

Jenis tindak pidana takzir tidak hanya terbatas pada macam-macam 

tindak pidana di atas. Takzir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan 

apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap 

agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap 

perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan takzir. 

 

E. Pengertian Penipuan (Tadlîs) 

Tadlîs adalah bentuk mashdar dari fi’il muta’adi (kata kerja transitif) 

dallasa yang dibentuk dari fi’il lâzim (kata kerja intransitif) dalasa dan 

bentuk mashdar-nya ad-dalasu. Ad-Dalasu menurut al-Azhari dalam Tahdzîb 

al-Lughah artinya as-sawâd (hitam) wa azh-zhulmah (kegelapan). Menurut 

Ibn Faris dalam Maqâyis al-Lughah artinya adalah as-satru dan azh-zhulmah 

(penutup dan kegelapan). Jika dikatakan fulân lâ yudâlisuka artinya ia tidak 

menipumu dan tidak menyembunyikan sesuatu kepadamu hingga seolah-olah 

mendatangimu dalam kegelapan.47  

Ini artinya dalam kata dallasa–yudallisu–tadlîsan terkandung makna, 

tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Ibn Manzhur di 

47 Nandra Nugraha, “Islamic economics’,  http://fiqihekonomi.blogspot.co.id/2013/12/tadlis.html, 
diakses pada 18 April 2017. 
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dalam Lisân al-‘Arab mengatakan bahwa dallasa di dalam jual-beli dan 

dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. Menurut 

Muhammad Rawas Qal’ah Ji, tadlîs artinya al-khidâ’ wa al-ibhâm wa at-

tamwiyah (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan).48 

Para fukaha mengartikan tadlîs di dalam jual-beli adalah menutupi 

aib barang. Hanya saja, dari deskripsi nas yang ada, tadlîs tidak selalu dalam 

bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib/cacat barang. Tadlîs juga 

terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik 

berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang 

dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat.49 

 

F. Macam-macam Penipuan (Tadlîs) 

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli 

mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. 

apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki 

oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan 

merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Dalam hal ini, tadlîs 

terbagi dalam empat macam, yaitu :50 

1. Tadlîs dalam kuantitas 

48 Nandra Nugraha, “Islamic economics’,  http://fiqihekonomi.blogspot.co.id/2013/12/tadlis.html, 
diakses pada 18 April 2017. 
49 Nandra Nugraha, “Islamic economics’,  http://fiqihekonomi.blogspot.co.id/2013/12/tadlis.html, 
diakses pada 18 April 2017. 
50 Ahmad Zain An Najah, “taghrir/gharar dan tadlis”,  
https://fitrirahmayanti99.wordpress.com/2013/07/31/taghrirgharar-dan-tadlis.html, diakses pada 
18 April 2017. 
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Tadlîs (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual 

barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan 

menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak 

mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan 

penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada 

pembeli. 

2.  Tadlîs dalam kualitas 

Tadlîs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan 

cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang 

disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh tadlîs dalam kualitas 

pada penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas 

dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 

3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer 

bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual computer bekas 

dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga 

yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang 

rendah dan mana computer yang dengan kualifikasi computer yang lebih 

tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi 

computer yang dijualnya. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga 

yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang 

yang ditransaksikan. Apabila tadlis kualitas terjadi, maka syarat untuk 

pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. 
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3. Tadlîs dalam harga 

Tadlîs (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang 

dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena 

tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut Ghoban. Yang 

termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak 

akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan 

akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi 

tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan 

harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu 

adalah yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat 

menghubungkan dengan larangan transaksi lain, yaitu transaksi kali bali. 

Dengan adanya pelarangan tadlis waktu penyerahan, maka segala 

transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. 

Berbeda dengan transaksi kali bali (transaksi jual beli, dimana obyek 

barang atau jasa yang dipejualbelikan belum bepindah kepemilikan 

namun sudah dipejualbelikan kepda pihak lain) dimana transaksi juga 

dilarang leh Rasulullah, karena transaksi jual beli tidak diikutioleh 

perolehan hak milik. Diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah saw. 

bersabda yang artinya: “Siapapun yang membeli gandum tidak berhak 

menjual sebelum memperoleh hak kepemilikan.” 

4. Tadlîs dalam waktu penyerahan 

Praktik tadlîs pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan 

menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya 
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lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktik tadlîs dalam hal waktu 

penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka 

waktu i bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu 

yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. 

Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. 

Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak 

akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.  

 

 

 
 


